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RUBAHA! KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOK 6 LAHUN 1597
~ TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
~ ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA

WAKIL KETUA DAN

DAERAH TINGKAT Il PADANG PANJANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

: bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja yang diemban

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam melaksanakan peran dan fungsinya
sebagai wakil rakyat maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Padang Panjang yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

Perubahan.

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor

3811);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3848);

6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
- Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
~ Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

-ﬁdlpor- 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,
n Pengawas | Keuangan Daerah;




tepublik Indonesia omor 44 [ahun 1999 tentang
Peraturan  Perundang-undangan  dan  Bentuk
, g-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah. dan
angan Keputusan Presiden;

) TO Pe_n_ituran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah:

. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang
Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan lata ['erib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

. 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [ Padang Panjang Nomor
6 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Padang Panjang;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [T Padang Panjang Nomor
9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamdya
Daerah Tingkat 1T Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang

h Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
: Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padang
g Panjang:

15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah l'ahun Anggaran
2000.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERAIURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAEKAH NOMOK 6 TAHUN 1997 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAI DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PADANG PANJANG.

Pasal [

1 : Daerah Tingkat 1l Padang Panjang Nomor 6 Tahun 1997 tentang
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
g Panjang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur

h PEI I \ kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah




Panjang.

T  Pemerintah Kota Padang Panjang.
lan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

dan 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3 .

i
I Besarnya Uang Representasi adalah :
|
{
|

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket sebesar Rp. 150.000
(seratus lima puluh ribu rupiah);

&

|
N

AN e (ua R -« wieeeee.... Rp. 630.000/bulan/orang
. b. WakilKetua...........................Rp. 540.000/bulan/orang
C. Anggota.............c.occoienne.nn.... Rp. 450.000/bulan/orang
i Pasal 4
; Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :
| a. Ketua DPRD Rp. 200.000/bulan/orang
k b. Wakil Ketua DPRD Rp. 175.000/bulan/orang
B . c. Ketua Komisi Rp. 75.000/bulan/orang
d. Wakil Ketua Komisi Rp. 60.000/bulan/orang
e. Sekretaris Komisi Rp. 50.000/bulan/orang
f. Anggota Komisi Rp  35.000/bulan/orang i
g Ketua Panitia Rp  75.000/bulan/orang
] h. Wakil Ketua Panitia Rp  60.000/bulan/orang
4 i. Sekretaris Panitia Rp  50.000/bulan/orang
! i j. Anggota Panitia Rp  35.000/bulan/orang
? . Pasal S

Pasal 6

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan Dinas diberikan Biaya
Perjalan Dinas.

(2) Besamya Biaya Perjalanan Dinas scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan
dengan ketentuan biaya Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai golongan I[II.

.j“ru-r,-

(3) Ketentuan administrasi biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, A
7 dlmmdengan ketentuan yang berlaku. ] ‘

¥ P ‘Wilayah Kota Padang Panjang tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

ikan dengan hormat dari jabatannya diberikan
sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.









